KONTRIBUSI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN
Oleh : Drs. Hari Santoso, S.Sos.!

Abstrak. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam apfatan
perpustakaan sekolah, diantaranya adalah : (1pgoge& pengetahuan guru tentang
pembelajaran, (2) kurangnya pemahaman guru tentengsep pemanfaatan
perpustakaan sekolah, (3) padatnya kurikulum dolsdk (4) kurangnya koleksi
bahan pustaka, (5) kurangnya layanan informasi ddarensi, (6) kurangnya
prasarana perpustakaan dan (7) adanya keterbatsddn perpustakaan sekolah.
Dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, seringleighadapi berbagai kendala
diantaranya menyangkut aspek : (1) Ruang Perpaetak(2) Koleksi Bahan
Pustaka. (3) Anggaran. (4) Tenaga Pengelola. (Gisipasi Pemakai

Komite Sekolah bertujuan untuk: (1) Mewadahi damenyalurkan aspirasi dan
prakarsa masyarakat dalam melahirkan HWedoijaoperasional dan program
pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkatanggung jawab dan
peranserta masyarakat dalam penyelenggaraadidpem di satuan pendidikan;
(3) Menciptakan suasana dan kondisi transparamtakel, dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bednsatuan pendidikan.
Usaha Komite Sekolah dalam meningkatkan pemberday@apustakaan sekolah
dapat dilakukan melalui : (1PeranKomite Sekolahsebagapemberipertimbangan
(advisory). (2) PeranKomite Sekolahsebagaipendukung(supporting (3) Peran
Komite Sekolatsebagapengontrol(controlling). (4) PeranKomite Sekolalsebagai
mediatorantara pemerintah (eksekutif) dengan masyaralsstdan pendidikan.
Untuk menunjang peran Komite Sekolah dalam melakul@emberdayaan
perpustakaan sekolah terutama dalam meningkatkatu mpendidikan , harus
dilakukan upaya : (1) mengintegrasikan aktiviemanfaatan perpustakaan
sekolah dalam kurikulum, (2) menjadikan perpusdakasekolah sebagai
perpustakaan model melalui : (a) Menata kondisik f (athmospheric)
perpustakaan sekolah, (b) melakukan pengembandakskyang sesuai tuntutan
kurikulum dan pemakai (c) memanfaatkan teknolofprimasi di perpustakaan (d)
melaksanakan kegiatan promosi , (e) menyediakamgtenpengelola sesuai
kualifikasi yang dipersyaratkan (3) menempatkan gpemangan perpustakaan
dalam prioritas program sekolah

Kata Kunci : Komite Sekolah, Perpustakan Sekolah

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwaepatah negara Indonesia
berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangkabijakan nasional tersebut
diperjelas dalam pasal 31 UUD 1945 dimana diamamatiahwa : (1) Setiap warga
Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiaggav&legara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai(8jg; Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasionalfj yaeningkatkan keimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mendesiddsehidupan bangsa, yang diatur
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dengan undang-undang; (4) Negara memprioritask@ygasan pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran peratapin belanja Negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memé&ebutruhan penyelenggaraan
pendidikan nasional,; (5) Pemerintah memajukan prnigetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuamdsa untuk kemajuan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia (Mahkamah Kasidti2005).

Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemeriridah memberlakukan undang-
undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikaional yang dirancang dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalsrtlang-undang tersebut pada
Bab XlI pasal 45(1) disebutkan bahwa setiap satuan pendidikandbdan nonformal
menyediakan sarana dan prasarana yang memenibperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangemspdisik, kecerdasan
intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peseatidik.Ini berarti keberadaan
perpustakaan sarana dan prasarana pendidikan akarupalah satu syarat yang harus
ada dalam penyelengaraan pendidkan. Dengan demlkeaeradaan perpustakaan
sekolah merupakan salah satu syarat yang harusladeukan sebagai pelengkap
dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun dalam penyelenggaraan pendidikamtaera pendidikan dasar dan
menengah, kondisi perpustakaan sekolah sangat nmatmpkan dimana perpustakaan
tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sematienal karena terbatasnya sumber
daya yang ada sehingga kurang mampu berperan ada¢smmgkatkan mutu pendidikan.
Oleh sebab itu dibutuhkan peran masyarakat untukiingkatkan pemberdayaan
perpustakaan sebagai sumber belajar dan hal térsebuai dengan undang-undang
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naki®ab XV pasal 54 bahwa (1)
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliparan serta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusalaa, organisasi kemasyarakatan
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu paay@endidikan. (2) Masyarakat
dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksamapengguna hasil pendidikan. (3)
Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaidimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturamerintah.

Berkaitan dengan peran masyarakat, makialdm Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia nomor 044/u/2002 temt@ewan Pendidikan dan Komite
Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalahrbasndiri yang mewadahi peran
serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutumenagaan, dan efisiensi
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pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baittappendidikan pra sekolah, jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luaokdk Dengan demikian jelas bahwa
Komite Sekolah dapat berperan aktif dalam membaetpustakaan sekolah terutama

dalam usaha menunjang peningkatan mutu pendidiksekdlah.

PEMBAHASAN
A. Perpustakaan Sekolah dan Permasalahannya

Santoso (2007) mengemukakan bahwa kegiatarbglajaran merupakan aktivitas
utama dalam proses pendidikan. Untuk mewujudkasgsrgpembelajaran yang efektif
dan efisien, diperlukan sumber belajar yang reptesé dan salah satunya adalah
perpustakaan. Dikatakan sebagai salah satu sunelegarty karena di perpustakaanlah
siswa maupun guru dapat menemukan berbagai infoyaag sesuai dengan kebutuhan
proses pembelajaran maupun hal-hal lain yang bergkreatif. Bahan pustaka yang ada
di perpustakaan dapat dijadikan sebagakai suniipgkan dan ilmu pengetahuan untuk
membuka pikiran dan mengembangkan bakat siswa.

Keberadaan perpustakaan sekolah diharapiaat dhembantu siswa dan guru dalam
menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran agar bsdaggsecara dinamis dan kreatif
karena diperkaya dengan berbagai sumber infornzerg gda di perpustakaan. Untuk itu
guru perlu memotivasi siswa agar memanfaatkan garlsumber informasi dan fasilitas
pendukung lainnya yang ada di perpustakaan untukunj@ng proses pembelajaran.
Perpustakaan akan dapat menjalankan tugas dasiriyagsecara optimal bila dikelola
dengan benar dengan menempatkan pengembangan tpkaans sebagai salah satu
prioritas program sekolah.

Namun dalam pelaksanaannya, penyelengggpagoustakaan sekolah banyak
mendapat kritik karena berbagai kelemahannya.K<inii terutama ditujukan pada peran
perpustakaan sekolah itu sendiri yang belum mamg@ounjang proses kegiatan belajar
peserta didik secara optimal (Sulistyo-Basuki,1901: Dengan segala keterbatasannya
akhirnya perpustakaan sekolah hanya berfungsi aepatgngkap dari satuan pendidikan
formal. Hal ini memperlihatkan lemahnya peran pstgkaan sekolah dalam menunjang
proses belajar siswa di sekolah.Untuk itu perlu adaya-upaya untuk meningkatkan
peran perpustakaan sebagai pusat sumber inforna@g gnampu menunjang proses
pembelajaran di sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut Rifai (200Bngemukakan beberapa faktor yang
menjadi penghambat dalam pemanfaatan perpustak&atals, diantaranya adalah : (1)
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kurangnya pengetahuan guru tentang pembelajarankufangnya pemahaman guru
tentang konsep pemanfaatan perpustakaan sekolapadatnya kurikulum di sekolah,
(4) kurangnya koleksi bahan pustaka, (5) kurandayanan informasi dan referensi, (6)
kurangnya prasarana perpustakaan dan (7) adangab&etsan waktu perpustakaan
sekolah

Santoso (2008) mengemukakan bahwa dalam |otege perpustakaan sekolah,
seringkali menghadapi berbagai kendala diantarangayangkut aspek : (Ruang
Perpustakaan. Tidak semua sekolah memiliki ruang perpustakaasetatiri. Umumnya
sekolah-sekolah tidak menganggap hal itu sebagatusmasalah. Akibatnya banyak
sekolah yang menjadikan ruang-ruang sempit untgbuséakaan. Misalnya di gang-gang
antar kelas, di perumahan yang tidak terpakai, &alslkangat mungkin bercampur dengan
ruang guru atau tata usaha; Kdleksi Bahan Pustaka. Pada umumnya sekolah-sekolah
di Indonesia hanya mengharapkan datangnya bahsakputari atas (pemerintah). Tidak
ada upaya untuk mencari atau mendapatkan dariyearg mandiri. Akibatnya bahan
pustaka tidak seimbang prosentase antar golongaifikhsi. Dari hasil pantauan selama
ini, bahan pustaka koleksi perpustakaan sebagisar erdiri dari buku-buku pelajaran
dan buku-buku cerita/dongeng yang tidak menunjulkk@danya rencana pengembangan
perpustakaan. Memang ada sedikit sekolah yang mefkge surat kabar atau majalah di
perpustakaannya, namun itupun tidak rutin dan seketenjadi pajangan kepantasan
atau pelengkap belaka. Lebih parah lagi jika bulikibperpustakaan disimpan di almari
tertutup dan hanya dipinjamkan kepada murid sepgnjeerlu, itupun hanya seminggu
sekali; (3) Anggaran. Anggaran perpustakaan umumnya merupakan kendasetidip
sekolah di Indonesia. Tidak ada ketentuan secasfi paggaran secara rutin dapat
diperoleh dari suatu sumber. Anggaran hanya di#apatiari pungutan murid-murid
sepanjang diperlukan saja. Kadang-kadang ada yangenakan denda bagi murid yang
melanggar aturan perpustakaan. Jadi secara umum dikatakan bahwa anggaran
perpustakaan sekolah tidak menentu; (Bgnaga Pengelola. Tenaga pengelola
perpustakaan umumnya masih belum memenuhi syamnatidkk memiliki pengetahuan
dan keterampilan dalam mengelola perpustakaan.dé@adewasa ini yang menyedihkan
bahwa urusan mengelola perpustakaan cenderungkdibérepada guru yang mau saja.
Bahkan di beberapa sekolah yang ditugaskan meagatopustakaan adalah tenaga yang
tidak memiliki ijin mengajar, seperti guru yangkiena peraturan, tenaga tata usaha, yang
kesemuanya jauh dari persyaratan yang adaP4B)sipasi Pemakai. Para siswa pada
umumnya hanya tahu soal meminjam dan membaca bekwsgiakaan saja. Sangat
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jarang di antara mereka yang berpikir soal baga@mperpustakaan ini bisa maju.
Keadaan demikian masih lebih baik jika dibandingklamgan kondisi dimana siswa
sama sekali tidak memiliki minat baca.

Secara umum minat baca siswa memang masiahledan hal tersebut sangat
memperihatinkan.. Ironisnya jarang pihak sekolamgyamau berpikir bagaimana
mengatasi masalah hal ini. Kondisi tersebut mempakendala bagi perpustakaan
sekolah untuk bisa menjalankan tugas dan fungsitgyatama dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat penggunanya. Oleh sebabrltugma upaya meningkatkan peran
dan fungsi perpustakaan dengan melibatkan semuar upang terlibat dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah (manaejmekolade masyarakat dan
pemerintah).

B. PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENUNJANG PEMBERDAYAAN

PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Penyelenggaraapendidikan bukan saja merupakatanggung jawab pemerintah
melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tuardasyarakat. Ketiga komponen
pendidikan yang merupakastakeholder diharapkan dapat bereperan secara maksimal
dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitaShields (dalam Nurkolis, 2005)
menyatakanpahwareformasi pendidikarharus sampaipadahubunganantarasekolah
dengankeluargadan sekolahdengan masyarakatdengancara melibatkansecaraaktif
dalam kegiatan- kegiatansekolah baik yang terkait langsung dengan kegiatan
pembelajaraimaupunnon-instruksional Melalui HubunganMasyaraka{Humas)sekolah
berusahauntuk menjalin hubunganyang harmonisdan saling menguntungkardengan
stakeholder.

Berkaitan dengan hal tersebNiovita (2007) mengemukakan bahwsembinaan
hubunganyang harmonisdipandangpenting karenasekolahmemerlukanmasukandari
masyarakadalam penyusunarprogram yangrelevan,sekaligusmemerlukandukungan
masyarakatlalammelaksanakan prograbersebut.Di sisi lain, masyarakamemerlukan
jasa sekolah untuk mendapatkarprogram-programpendidikan sesuai dengan yang
diinginkan. Pembinaanhubungan sekolah dan masyarakat ditangani oleh bagian
Hubungan MasyarakgHumas)di sekolah.Menurut Nasution(2006), peranHumasdi
lembagapendidikanantaralain: (1) Membinahubungarharmoniskepadainternal public
danhubungan kepadeksternal public; (2) Membinakomunikasiduaarahkepadapublik
internal dan publik eksternaldenganmenyebarkarpesan,informasi dan publikasi hasil
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penelitian, dan berbagai kebijakan-kebijakanyang telah ditetapkan pimpinan;(3)

Mengidentifikasidan menganalisisuatuopini atauberbagaipersoalanbaik yang adadi

lembagapendidikanmaupunyang ada di masyarakat; (4Berkemampuarmendengar
keinginanatauaspirasiyangterdapatdi dalammasyarakat; (5)Bersikapterampildalam
menterjemahkakebijakan-kebijakan pimpinasengarbaik.

Perkembangardunia pendidikan yang meliputi perkembangankurikulum dan
peningkatampelayanarpendidikan secaraidak langsungnenuntutadanya pengembangan
hubungarsekolahdanmasyarakayanglebih intensiflagi. Pemberdayaamasyarakatlan
lingkungansekolahsecaraoptimal diperlukan dalanrangkamewujudkanmisi dan misi
sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemenpendidikan. Nasution (2006)
menyebutkarbeberapaujuan yang hendaldicapaihubunganmasyarakapadasekolah,
antaralain: (1) Mengembangkarpemahamarkepadamasyarakattentang maksuddan
sasarandari sekolah; (2) Memberikan penilaian program kepada masyarakatuntuk
memenuhi kebutuhapendidikan; (3) Menjalin dan meningkatkanhubunganharmonis
antaraorang tua siswadenganguru-gurudalam memenuhikebutuhananak didik; (4)
Membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah;(5)
Menginformasikarkepadamasyarakatentangrencangprogramdan kegiatarsekolah;(6)
Mencaridukungandanbantuanbagi pemeliharaaman peningkatan prograrsekolah;(7)
Sekolah sebagaijasa lembaga pendidikan memberikan pelayananyang memuaskan
kepada pelanggan(siswa, keluarga, dan masyarakat lainnya)(8) Supaya kreatifitas
mencaridanapendidikanalternatifdalambentuk kerjasamdengariembagdain.

Hubunganantara sekolah dan masyarakatakan berjalan lancar apabila terdapat
wadah/organisasyang terdiri ataswakil-wakil dari sekolah(kepala sekolatdan guru-
guru), wakil orangtua siswa,danwakil dari masyarakayang menjembatarkepentingan
sekolah dan masyarakatsecara timbal balik. Organisasi semacamini telah ada
sebelumnyayaitu diawali denganterbentuknya organisaBersatua®rangtuaMurid dan
Guru (POMG) yang menjadiwadah komunikasantaraorangtua siswadan paraguru
termasukkepalasekolah. Organisasni kemudianberkembangnenjadiBadanPembantu
Penyelenggara PendidikgBP3), dan denganperkembangarera otonomi pendidikan,
dibentuklah Komite Sekolahyang lebih luas perannya.Adapun keanggotaan Komite
Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sempilorang dan jumlahnya gasal.
terdiri atas : (1) Unsur masyarakat dapat beramal @) orang tua/wali peserta didik; (b)
tokoh masyarakat; (c) tokoh pendidikan; (d) dursaha/industri; (e) organisasi profesi
tenaga pendidikan; (f) wakil alumni; (g) wakil pasedidik. (2) Unsur dewan guru,
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yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan BadanmBarigan Desa dapat pula
dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksBrakang)

Dengan pemberdayaarmasyarakatdan lingkungan sekitar sekolah diharapkan
tercapaitujuan hubungansekolah denganmasyarakat,yaitu meningkatnyakinerja
sekolahdan terlaksananygrosespendidikandi sekolah secarproduktif, efektif, dan
efisien sehingga menghasilkanlulusan yang produktif dan berkualitas. Dalam
pandangan Kumillayla (2010), esensi dari partisipasi Komite Sekolahadalah
peningkatankualitas pengambilarkeputusandan perencanaarsekolah yang dapat
mengubahpola pikir, keterampilan,dan distribusi kewenanganatas individual dan
masyarakayangdapatmemperluakapasitasnanusiameningkatkanarafhidup dalam
sistem manajemermpemberdayaarsekolah. PemberdayaarKomite Sekolahadalah
membuatorang-orangyang duduk sebaggbengurusdananggotakomite menjalankan
perananyaintuk membantu penyelenggarapandidikan.Misalnyamemobilisasidana
masyarakat ataupun dalam bentuk sumbangan lainnya seperti memberikan
pertimbangamanpemikiran.

Menurut Hasbullah (2007:95), pemberdayaanKomite Sekolah secara optimal,
termasukdalam mengawasipenggunaarkeuangantransparasalokasi danapendidikan
lebih dapatdipertanggungawabkan.Pengembangapendidikan secariebih inovatif juga
akansemakinmemungkinkandisebabkarahirnyaide- ide cemerlangdan kreatif semua
pihak terkait (stakeholder) pendidikan. Konsep pelibatan masyarakat dalam
penyelenggaraasekolahyang terkandunglidalamnyamemerlukarpemahamaierbagai
pihakterkait,dimana posisinydanmanfaatnya.

PosisiKomite Sekolahberadadi tengah-tengalantaraorangtua murid, murid,guru,
masyarakasetempatdan kalanganswastadi satu pihak denganpihak sekolahsebagai
institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daeraldi pihak lainnya.
Komite SekolarmenjembatankepentingarkeduanyaPemberdayaamanajemerKomite
Sekolahadalahsuatupengaturaratau pemanfaatgmotensiyang adapadabadanmandiri
yang mewadahiperanserta masyarakdalamrangkapeningkatarmutu, pemerataangan
efisiensi pengelolaapendidikandi satuanpendidikan.Sagala(2008) sebagaimana dikutip
Kumillayla (2010) menyatakarperansertanasyarakaimendukung manajemesekolah
adalahsesuatwangtidak dapatdihindari, bahkanmenjadi keharusarmimanaagarperan
sertamasarakamenjadisuatusistemyang terorganisaskomite Sekolaljuga merupakan
wadah bagi orang tua atau masyarakat yangpeduli pendidikan untuk membantu
memajukarpendidikandi sekolah sepertnembantunenyediakarfasilitas pembelajaran,
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meningkatkan kesejahteraanguru. Intinya tugas Komite Sekolah dapat membantu
mempercepat atamengoptimalkarupayapeningkatarmutu pendidikan,danmemberikan
pemahamakepadamasyarakasekitartentangprogram-progranyangakan dilaksanakan
olehsekolah.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasionapublik Indonesia Nomor
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Békdisebutkan : (1) bahwa
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nabkiomelalui upaya peningkatan
mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pdadiddan tercapainya demokratisasi
pendidikan, perlu adanya dukungan dan peransersyarekat yang lebih optimal; (2)
bahwa dukungan dan peranserta masyarakat péthrong untuk bersinergi dalam
suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekoladg yaandiri. Dalam pasal 1
disebutkan bahwa (1) Pada setiap kabupaten/kotanwibk Dewan Pendidikan atas
prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/k2) Pada setiap satuan
pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibermtoknite Sekolah atas prakarsa
masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemeriatalplaten/kota.

Selanjutnya dalam Lampiran |l Keputusan Menterndtgikan Nasional Nomor
044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 disebutkan bahwankKe Sekolah adalah badan
mandiri yang mewadahi peranserta masyarak#&mdaangka meningkatkan mutu,
pemerataan, dan etisiensi pengelolaan pendidikansatuan pendidikan, baik pada
pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolalupoa jalur pendidikan luar sekolah.
Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan digat terdiri dari satu satuan
pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan daajang yang sama, atau beberapa
satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi bgrada lokasi yang berdekatan, atau
satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatyglenggara pendidikan, atau karena
pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandidak mempunyai hubungan hierarkis
dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah bartujntuk: (1) Mewadahi dan
menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyaratalam melahirkan kebijakan
operasional dan program pendidikan di satuan péwatip(2) Meningkatkan tanggung
jawab dan peranserta masyarakat dalam pemgdesman pendidikan di satuan
pendidikan; (3) Menciptakan suasana dan kondissparan, akuntabel, dan demokratis

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikanbgrngutu di satuan pendidikan.

Dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan Hamite Sekolah (2004)
Komite Sekolah berfungsi : (1) Mendorong tumbuhmyerhatian dan komitmen
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masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yserqwtu; (2) Melakukan
kerjasama dengan masyarakat (perorangan/orgddissia usaha/dunia industri) dan
pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan gdendidyang bermutu; (3)
Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, utanf dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) Menikan masukan, pertimbangan, dan
rekomendasi kepada satuan pendidikan mengen&efajpkan dan program pendidikan;
(b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja SekK®&#BS); (c) Kriteria kinerja
satuan pendidikan; (d)Kriteria tenaga kependidikée); Kriteria fasilitas pendidikan; dan
(N hal-hal lain yang terkait dengan pendidikas); lendorong orangtua dan masyarakat
berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukungng&atan mutu dan pemerataan
pendidikan; (6) Menggalang dana masyarakat dalamangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan  disatuan pendidikd@y; Melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap kebijakan, program, penyeleaygadan keluaran pendidikan di
satuan pendidikan.

Wicaksono (2009) mengemukakan bahwa melakpkadekatan dengan masyarakat
bukanlah hal yang mudah namun dibutuhkan kesalsnarketelatenan agar masyarakat
tidak takut dan mau bergabung. Dengan begitu akadam untuk menumbuhkan
komitmen dalam diri masyarakat untuk bersama- sherasaha dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikasional maka antara sekolah,
masyarakat dan pemerintah hendaknya bekerja saara ganyelenggaraan pendidikan,
dengan menumbuhkan rasa saling memiliki terhadapla®, maka dapat menumbuhkan
rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap penargkautu pendidikan khususnya
dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolahukmengakrabkan hubungan antara
sekolah dengan masyarakat, maka hendaknya sekadalgacakan rapat setiap satu
bulan sekali, yang tujuannya untuk mengetahui pebkeangan apa saja yang telah terjadi,
selain itu juga untuk berdiskusi menampung aspiidsi atau tuntutan dari masyarakat
demi peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah meikdrervewenang kepada Komite
Sekolah untuk memberikan pertimbangan, masukandatiwngan dalam kebijakan dan
program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satupandidikan, kriteria tenaga
pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-yang terkait dengan pendidikan.
Komite Sekolah akan terus mendorong orang tua dasyanakat, untuk berpartisipasi
dan aktif dalam segala kegiatan sekolah yang berigdn dengan peningkatan mutu
pendidikan. Komite Sekolah berusaha untuk merdamia dari orang tua siswa atau
masyarakat sekitar yang dianggap mampu untuk memailpa@nyelenggaraan pendidikan
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di sekolah. Komite Sekolah bersama sekolah akangatakan evaluasi di setiap
terselesainya kegiatan dan pengawasan terhadajakeahi program, penyelenggaraan,
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, eéaaluasi tersebut dapat digunakan
sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kegiakamjsgya.

Dengan merujuk padabuku Acuan Operasionaldan Indikator Kinerja Komite
Sekolah(2004) dan pandangan Wati (2011jnaka Komite Sekolah dapat berperan aktif
dalam meningkatkan pemberdayaan perpustakaanaseterutama dalam mendukung
peningkatan kualitas pendidikan melalui pengadamarnsa dan prasarana perpustakaan
sekolah; menjalin hubungan baik antara sekolah alengasyarakat serta mengoptimalkan
berbagai sumberdaya yang ada di sekolah. Usahat&ddekolah dalam meningkatkan
pemberdayaan perpustakaan sekolah dapat dilakukun: (1) PeranKomite Sekolah
sebagaipemberipertimbangan(advisory). Komite Sekolah dapat memberikamasukan
dan pertimbangan tentang: (a) Kebijakgrendidikan; (b) Program pendidikan; (c)
RancanganAnggaran Pendapatardan Belanja Sekolah (RAPBS); (d) Kriteria kinerja
satuan;(e) Kriteria tenagakependidikan; dan (f) Kriteridasilitas pendidikan.Komite
sekolah sebagai badan pertimbangan bagi sekola@mdhpg sebagai mitra kerja kepala
sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentangaus@ningkatkan perpustakaan
sebagai salah satu sumber belajar di sekolah. IWeéf@mmite Sekolahorang tua dan
masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujusasaran yangkan dicapai oleh
sekolah sampai dengan menetapkan cara atau styateg akan ditempuh untuk
mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, progdam, kegiatan sekolah dalam
mewujudkan peningkatan kualitas apendidikan meladuyediaan sarana dan prasarana
pendidikan seperti perpustakaan sekol(@h.PeranKomite Sekolahsebagaipendukung
(supporting). Komite Sekolah dapat melakukan upaya untuk): Mandorongorangtua
untuk berpartisipasidalam pendidikan;(b) Mendorongmasyarakatuntuk berpartisipasi
dalam pendidikan; (c) Menggalangdana dalam rangka pembiayaanpendidikan; (d)
Mendorongtumbuhnyaperhatianmasyarakaterhadap penyelenggarapendidikanyang
bermutu; (e) Mendorong tumbuhnyakomitmen masyarakatterhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu; Peran Komite Sekolah sebagai pendukung bagi
penyelenggaraan dampaya peningkatan kualitas pendidikan dapat bedyangan
finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secardgangamberian dukungan ini dapat
diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalamdredan sumberdaya yang ada di
perpustakaan sekolah (gedung, anggaran , pustakawdeksi, fasilitas, partisipasi
pemakai) dan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikdn Peran Komite Sekolah
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sebagai pengontrol (controlling). Komite Sekolah sebagai pengontrol dapat(a)
Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan; (b) Melakukan pengawasanterhadap
kebijaksanaaprogram penyelenggaragendidikan;(c) Melakukanpengawasaterhadap
kebijaksanaamprogram keluaran pendidikanPeran pengawasan yang dijalankan oleh
Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarBkagsi pengawasan yang
dilakukan meliputi kontrol terhadap pengambilan lepan dan perencanaan, alokasi
dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan mprggragembangan perpustakaan
sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi lanya terhadap keberhasilan
perpustakaan sekolah dalam menjalankan tugas dsifgsebagai sumber belajar dan
pusat informasi dalam menunjang pelaksanaan proseselajaran di sekolah dalam
mewujudkan mutwutput pendidikan. Hasil pengawasan terhadap peran pekassi
sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yangupuknenentukan bagi
penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kuatitds pendidikan.(4) Peran
Komite Sekolahsebagaimediatorantara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di
satuan pendidikarKomite Sekolah dapafa) Melakukankerjasamalenganmasyarakat;
(b) Menampungaspirasiide, tuntutandan berbagaikebutuhan pendidikagang diajukan
oleh masyarakat; (c) Menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan
pendidikanyang diajukan oleh masyarakatKomite Sekolah sebagai penghubung atau
mediator antara sekolah, orang tua, dan masyanaamiliki arti, bahwa aspirasi
orangtua dan masyarakat akan disalurkan melaluiiteo®ekolah untuk disampaikan
kepada sekolah terutama yang menyangkut penyegiagpustakaan sekolah dalam
menunjang proses pembelajaran. Melalui Komite S¢kdlharapkan pihak sekolah dapat
menyediakan perpustakaan sekolah sesuai dengatastgang dipersyaratkan. Selain
itu, aspirasi orangtua dan masyarakat secara langsyag digalurkan oleh masyarakat
kepada kepala sekolah. Peran sebagai mediator é@mentukan kecermatan dalam
mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan kelulséswa, orangtua siswa dan
masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui Kondekolah dapat dimanfaatkan oleh
sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah Barb&omite Sekolah juga berperan
dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan danrgmogang telah ditetapkan sekolah
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada méaayaBagi Komite Sekolah peran
yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pelayman sumber daya yang ada pada
orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan diaeko

Komite Sekolalsesuaidenganperandanfungsinya,melakukan akuntabilitasebagai
berikut: (1) Komite Sekolahmenyampaikarhasil kajian pelaksanaarprogram sekolah
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kepadastakeholder secaraperiodik, baik yang berupa keberhasilamaupunkegagalan
dalam pencapaiantujuan dan sasaran progransekolah; (2)Menyampaikanlaporan
pertanggungawabanbantuanmasyarakabaik berupamateri (danadan barangbergerak
maupuntak bergerak), maupumon materi (tenagadan pikiran) kepadamasyarakat
maupun pemerintabetempa{Depdiknas2004).

Menurut Novita (2007) ModeWlanajemenBerbasisSekolah (MBS) memberikan
otonomiatau kemandiriakepadaepalasekolahdanmendorongpengambilarkeputusan
partisipatif yang melibatkan semuawarga sekolah, termasukorang tua siswa, yaitu
melalui Komite Sekolah.Orang tua siswa sebagaistakeholder pendidikan sekaligus
menjadi anggotaKomite Sekolah,hendaknyadapat menjalin hubungan timbalbalik
denganKomite Sekolahyang diimbangi denganpartisipasi/ kepedulian dadrangtua
siswa.

Sekolahdituntut untuk bersikap lebih dinamis dalam menyempurnakan program
pendidikanmerekaagarbisamenyejajarkarhasil lulusannyadengan perkembangahunia
pendidikan.Untuk dapatmenghadapperubahanni, perandarpartisipasiorangtua siswa
selaku anggotaKomite Sekolahdalam pelaksanaan prografomite Sekolahsangat
diperlukan.Semakintinggi tingkat partisipasi anggotdalamKomite Sekolahmakaakan
dapatmenumbuhkamrasamemiliki dan rasaanggungjawab, dan padaakhirnyasecara
umum dapat meningkatkantingkat dedikasiorang tua siswa dalam penyelenggaraan
pendidikan.Dengandemikian keberadaarKomite Sekolahdapatdiberdayakandengan
maksimaldankeberadaannyaukanmerupakarhal yangsia-sia.

Bentukpartisipasitidak hanyaberupamateri. Partisipasianggotadapat berbentuk
pemberiannformasi,ide, atautenagaPartisipasberupamateridapat diwujudkamengan
memberikanbantuanpengadaaralat-alat penunjang pembelajarayang pengadaannya
tidak dapatdilakukanoleh pemerintah. Sedangkagrartisipasiberupainformasidan ide
dapatdilakukandengan menyampaikanformasi-informasiterbaruyang terkait dengan
pendidikan dan mengajukanide-ide segar untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Keikutsertaan anggot@alamkegiatangotong-royongperbaikanruangbelajarmerupakan
salah satucontoh partisipasidalam bentuk tenaga.Penyampaiarkeluh kesahtentang
penyelenggaraapendidikandi sekolahjuga merupakarbentukpartisipasianggotadalam
mengidentifikasikebutuhanmasyarakat. Hal ini sesuai dengan pendafgtafaruddin
(2002:21) bahwa upaya untuk meningkatkan kualitess anutu pendidikan perlu
dilakukan usaha peningkatan mutu atau kualitas lakkdkurikulum/pengajaran,
pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, sammgradsarana), serta kerjasama
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dengan stakeholders sekolah, meliputi jangka pgngan jangka pendek. Pelayanan
administrasi sekolah juga perlu ditingkatkan, pgagn standart mutu lulusan perlu
ditingkatkan agar sekolah mampu untuk berkompetenigan sekolah laimnenjalin
hubungan kerja sama dengan semua pihak, peninggetésionalisme kepala sekolah
dan para guru kelas.

Dengan peran aktif Komite Sekolah , dih&eap perpustakaan sekolah memiliki
ruang perpustakaan yang memenuhi standar peragarat koleksi bahan pustaka yang
sesuai dengan tuntutan kurukulum dan pemakai, aaggengembangan perpustakaan
yang cukup , tenaga pengelola yang memenuhi Kkedifi yang dipersyaratkan,
partisipasi aktif pemakai dalam pemanfaatan sunalyardperpustakaan, fasilitas
pendukung yang reepresentatif dalam pengelolaapugikaan. Santoso (2007)
mengemukakan bawa untuk menunjang peran Komite |&ekdalam melakukan
pemberdayaan perpustakaan sekolah terutama dalammgkatkan mutu pendidikan ,
harus dilakukan upaya : (1) mengintegrasikan vda& pemanfaatan perpustakaan
sekolah dalam kurikulum, (2) menjadikan perpustaksekolah sebagai perpustakaan
model melalui : (a) Menata kondisi fis{lathmospheric) perpustakaan sekolah, (b)
melakukan pengembangan koleksi yang sesuai tuntkuakulum dan pemakai (c)
memanfaatkan teknologi informasi di perpustakaganmeaksanakan kegiatan promosi ,
(e) menyediakan tenaga pengelola sesuai kualifikgsng dipersyaratkan (3)
menempatkan pengembangan perpustakaan dalamawiprdagram sekolah.

PENUTUP
Keberadaan Komite Sekolah diharapan dapgidorong tumbuhnya perhatian dan

komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pkawligang bermutu; menampung
dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, @arbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat; memberikan masukan,npeaingan, dan rekomendasi kepada
satuan pendidikan, mendorong orangtua dan masydrakaartisipasi dalam pendidikan
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataanidger menggalang dana
masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelemmgarpendidikan disatuan
pendidikan; dan melakukan evaluasi dan pengawasdradap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sgteadidikan.

Dengan adanya peran dan kontribusi dari Ker8ekolah diharapkan perpustakaan
sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya segdimal sebagai pusat sumber
belajar dan pusat informasi terutama dalam mengnpaningkatan mutu pendidikan.
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Oleh sebab itu Komite Sekolah diharapkan dapatjadenmitra bagi kepala sekolah

sehingga terbangun kerjasama sinergis dalam mekagugendidikan yang berkualitas.
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